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ABSTRAK

Transformasi lahan bekas tambang menjadi tempat rekreasi merupakan fenomena yang berkembang di
Kabupaten Cirebon sebagai respons terhadap perubahan bentang alam akibat aktivitas industri batu alam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk rekreasi yang dihasilkan dari lahan bekas tambang
serta status legalitasnya, dan menganalisis dampaknya terhadap petani. Penelitian menggunakan metode
deskriptif kualitatif berbasis data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan
laporan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk rekreasi yang berkembang meliputi wisata
tebing batu, danau bekas tambang, dan wisata swafoto berbasis lanskap eks-tambang, seperti pada kawasan
Batu Lawang dan Situ Pajaten. Sebagian besar lokasi belum memiliki legalitas formal dan masih
menyimpan potensi risiko lingkungan. Dampak terhadap petani bersifat dualistik, yaitu sebagai peluang
diversifikasi pendapatan dan sebagai sumber tekanan terhadap keberlanjutan pertanian. Temuan ini
menunjukkan pentingnya pengelolaan berbasis integrasi agribisnis dan pariwisata dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : wisata, bekas tambang, legalitas, petani, agribisnis, keberlanjutan

ABSTRACT

The transformation of former mining areas into recreational areas is a growing phenomenon in Cirebon
Regency in response to landscape changes caused by the natural stone industry. This study aims to identify
recreational areas created from former mining areas, their legal status, and analyze their impact on farmers.
The study employed a qualitative descriptive method based on secondary data obtained from policy
documents, scientific publications, and institutional reports. The results indicate that emerging
recreational areas include rock cliff tourism, former mining lakes, and selfie tourism based on ex-mining
landscapes, such as in the Batu Lawang and Situ Pajaten areas. Most locations lack formal legal status and
still pose potential environmental risks. The impact on farmers is dualistic: providing both an opportunity
for income diversification and a source of pressure on agricultural sustainability. These findings
demonstrate the importance of integrated agribusiness and tourism management within a sustainable
development framework.

Keywords: agribusiness, farmers, former mining, legality, sustainability, tourism.
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PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan batu alam telah
menjadi salah satu pendorong pertumbuhan
ekonomi wilayah di Kabupaten Cirebon, namun
di sisi lain menimbulkan eksternalitas negatif
berupa degradasi lingkungan dan perubahan
fungsi lahan (Wahana et al., 2026). Fenomena
pascatambang yang semakin menonjol adalah
munculnya pemanfaatan lahan bekas tambang
sebagai objek wisata berbasis lanskap eks-
tambang (Alfaruq, 2021; Putrawiyanta, 2020).

Transformasi ini sejalan dengan konsep
post-mining land use yang menyatakan bahwa
lahan bekas tambang dapat direklamasi menjadi
fungsi ekonomi baru, termasuk pariwisata
(Mborah et al., 2015; Worlanyo & Li, 2020).
Banyak negara (USA, Finlandia), melihat
tambang sebagai penggunaan lahan sementara,
dengan perencanaan pasca tambang sejak awal
siklus tambang (Keenan & Holcombe, 2021;
Kivinen, 2017). Namun, dalam praktiknya di
negara berkembang, proses ini sering terjadi
tanpa perencanaan dan legalitas yang memadai
(Cao, 2007; Pagouni et al., 2024). Dalam konteks
negara seperti
implementasi tambang seringkali
menghadapi berbagai kendala struktural dan

berkembang Indonesia,

reklamasi
kelembagaan. Berbagai kasus menunjukkan
bahwa reklamasi tidak selalu dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku.
Di Kalimantan Timur, misalnya, ditemukan
banyak lubang tambang yang tidak direklamasi
bahkan
menunjukkan lemahnya pengawasan
pascatambang. Selain itu, praktik pengabaian

dan menimbulkan  korban  jiwa,

kewajiban dana jaminan reklamasi serta
penyalahgunaan dana tersebut juga masih terjadi.
Bahkan, temuan KPK mengindikasikan adanya
perusahaan yang tetap beroperasi secara ilegal
namun memenuhi kewajiban administratif secara
formal tanpa implementasi reklamasi yang nyata.
Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan
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antara kerangka regulasi dan praktik di lapangan,
di mana reklamasi sering kali hanya menjadi

formalitas  administratif ~ daripada  proses
pemulihan ekosistem yang substantif.
Pemantauan reklamasi lahan bekas

tambang menjadi semakin sulit, karena banyak
lahan tambang ilegal, yang pada beberapa
konteks seperti lahan tambang pada kawasan
hutan mencapai +64,6% merupakan ilegal (Data
Kementrian Kehutanan, 2026). Ini menunjukkan
bahwa sebagian besar aktivitas ekstraktif
berlangsung di luar kerangka regulasi formal. Di
sisi lain, perubahan fungsi lahan ini memiliki
implikasi langsung terhadap penghidupan
masyarakat sekitar, khususnya pada petani yang
berada di sekitar lahan bekas tambang serta
bergantung pada lahan. Menurut teori /ivelihood
diversification  (Ellis, 2008), masyarakat
pedesaan cenderung melakukan diversifikasi
sumber pendapatan sebagai respons terhadap
tekanan ekonomi dan lingkungan.

Meskipun berbagai studi telah membahas
pemanfaatan ~ lahan  pascatambang  dan
pengembangan pariwisata berkelanjutan,
sebagian besar penelitian masih berfokus pada
aspek reklamasi teknis dan  pemulihan
lingkungan (Worlanyo & Li, 2020; Zine et al.,
2024), serta dampak umum pariwisata terhadap
ekonomi lokal (Gdssling, 2002; Sharpley, 2000).
Studi lain menyoroti konflik penggunaan lahan
dan tekanan terhadap masyarakat di wilayah
tambang (Bebbington et al., 2018),
perubahan sistem penghidupan masyarakat

serta

pedesaan melalui diversifikasi ekonomi (Ellis,
2008). Namun, kajian yang secara spesifik
mengkaji transformasi spontan lahan bekas
tambang menjadi wisata non-formal serta
implikasinya terhadap sistem agribisnis lokal,
sangat
terutama dalam konteks negara berkembang
seperti Indonesia. Oleh karena itu, bertujuan

khususnya petani, masih terbatas,

untuk mengidentifikasi bentuk rekreasi wisata
bekas tambang dan status legalitasnya serta



menganalisis dampaknya terhadap petani dalam
perspektif agribisnis dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data
sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini
dipilih untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif dan  mendalam  mengenai
fenomena pemanfaatan kawasan bekas tambang
sebagai destinasi wisata dalam konteks sosial-
ekonomi masyarakat.

Jenis data yang digunakan meliputi
dokumen kebijakan seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), regulasi terkait sektor
pertambangan dan pariwisata, serta berbagai
publikasi  ilmiah baik nasional
internasional. Selain itu, penelitian ini juga
mengkaji laporan resmi instansi pemerintah, data

maupun

dari media massa, serta dokumentasi lapangan
yang relevan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data dilakukan melalui
beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data untuk
menyaring informasi yang relevan dengan fokus
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mengelompokkan bentuk-bentuk pemanfaatan
wisata bekas tambang; dan (3) analisis deskriptif
untuk  menginterpretasikan temuan secara
sistematis dan kontekstual. Melalui tahapan
tersebut, penelitian diharapkan mampu
mengidentifikasi pola, karakteristik, serta
implikasi pengembangan wisata bekas tambang

ni

terhadap dinamika sosial dan ekonomi
masyarakat di wilayah studi.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Lahan Bekas Tambang dan Status
Legalitasnya

Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa
pemanfaatan lahan bekas tambang di Kabupaten
Cirebon telah berkembang menjadi berbagai
bentuk rekreasi berbasis lanskap eks-tambang
dan berkembang dalam spektrum legalitas yang
beragam, yang mencerminkan perbedaan tingkat

tata kelola dan perencanaan reklamasi.

penelitian; 2) kategorisasi untuk
Lokasi Bentuk Wisata | Asal Lahan l Status Karakteristik
| Legalitas Pengelolaan
Batu Lawang Geowisata tebing Bekas Diketola oleh
batu kapesr tambang k Perhutani dan
(trekking, pansat batu kapur F— % masyarakat;
tebing, spot foto) Legal terintegrasi dengan
(formal) program pemerintah
daerah
Situ Pajaten Wisata danaw/ Lubang Semi-legal Dikelola oleh
cekungan bekas  tambang - masyarakat/desa;
tami terisi air komunal) belum berbasis
. (rekreas: lokal, rencana reklamasi
. spot foto) teknis
— — I |
Argasurnya Rencana ekowisata Bekas tambang pasr dan Aktivitas tambang
dan agrowisata batu (gatian C) dihentikan;
. dalam tahap
Bekas tambang » llegal - transisi perencanaan
pasir dan batu (non-formal ke formal) z pemanfataan wisata
e B i —— |

Gambear 1. Klasifikasi Legalitas Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Wisata di Kabupaten
Cirebon
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Berdasarkan Gambar 1, bentuk utama yang
teridentifikasi meliputi wisata tebing batu, danau
bekas tambang, serta wisata swafoto yang
memanfaatkan keunikan bentang alam hasil
aktivitas pertambangan. Kawasan seperti Batu
Lawang dan Situ Pajaten menunjukkan bahwa
lahan ~ pascatambang  dapat = mengalami
transformasi fungsi menjadi ruang ekonomi baru,
sejalan dengan konsep post-mining land use yang
menekankan pemanfaatan kembali lahan untuk
kegiatan produktif (Kodir et al., 2017; Rosa et al.,
2018).

Gambar 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan
lahan bekas tambang sebagai destinasi wisata di
Kabupaten Cirebon berkembang dalam spektrum
legalitas yang beragam, yang mencerminkan
perbedaan tingkat tata kelola dan perencanaan
reklamasi. Pada kategori formal, Batu Lawang
merepresentasikan geowisata berbasis tebing
batu kapur yang telah terkelola secara relatif legal
melalui  kolaborasi antara Perhutani dan
masyarakat, serta didukung oleh pemerintah
daerah, sehingga dapat dikategorikan sebagai
telah
mencapai tahap post-reclamation utilization.
Pada tingkat semi-formal, Situ Pajaten
menunjukkan pola pemanfaatan berbasis lanskap

bentuk productive reclamation yang

air dari lubang bekas tambang yang berkembang
melalui inisiatif masyarakat desa. Meskipun
mampu menghasilkan fungsi ekonomi lokal,
pengelolaannya belum sepenuhnya didasarkan
pada perencanaan reklamasi teknis, sehingga
lebih mencerminkan proses natural reclamation
yang dipadukan dengan community-based
adaptation. Sementara itu, kawasan Argasunya
menggambarkan tipologi transisi dari aktivitas
pertambangan ilegal menuju rencana
pengembangan wisata berbasis ekologi dan
pertanian, namun masih berada pada tahap
perumusan kebijakan (policy-driven
reclamation) dan belum implementatif.

Variasi tipologi tersebut mengindikasikan

bahwa transformasi fungsi lahan pascatambang
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tidak selalu mengikuti mekanisme reklamasi
yang terencana dan terstandarisasi, melainkan
sering berlangsung secara spontan sebagai
respons terhadap tekanan ekonomi dan
keterbatasan akses lahan produktif. Kondisi ini
sejalan  dengan temuan bahwa lahan
pascatambang di banyak wilayah berkembang
sering mengalami degradasi berkepanjangan
akibat lemahnya pengelolaan dan tidak
optimalnya implementasi reklamasi (Solangi &
Alyamani, 2025; Worlanyo & Li, 2020). Selain
itu, keberhasilan reklamasi sangat ditentukan
oleh integrasi antara aspek ekologis, ekonomi,
sosial, dan legal, yang dalam banyak kasus masih
menunjukkan  ketimpangan pada
dimensi ekologi dan legalitas (Ansahar et al.,
2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan
nyata antara kerangka regulasi reklamasi dan
praktik pemanfaatan lahan di lapangan, di mana
aspek legalitas dan kualitas tata kelola menjadi
faktor kunci dalam menentukan keberhasilan

terutama

pemulihan fungsi lahan. Implikasinya, kawasan
dengan status legal dan dukungan kelembagaan
yang kuat cenderung menunjukkan tingkat
keberlanjutan yang lebih tinggi, sedangkan
kawasan semi-legal dan ilegal masih menghadapi
kerentanan terhadap degradasi lingkungan, risiko
keselamatan, serta ketidakpastian keberlanjutan
jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan
fenomena grey area governance, di mana
aktivitas ekonomi berlangsung tanpa dukungan
regulasi yang memadai (Hilson, 2002).

Dampak Reklamasi Bagi Petani Sekitar

Transformasi lahan bekas tambang menjadi
destinasi wisata di Kabupaten Cirebon telah
memunculkan dinamika sosial ekonomi yang
kompleks bagi masyarakat sekitar, terutama
petani yang bergantung pada sektor pertanian
sebagai sumber utama penghidupan. Perubahan
fungsi lahan bekas tambang menjadi lokasi
wisata pada satu sisi membuka peluang ekonomi
diversifikasi  usaha,

baru melalui seperti



keterlibatan dalam sektor pariwisata
(perdagangan, jasa, dan pengelolaan wisata),
namun di sisi lain juga berpotensi menggeser
struktur agribisnis lokal yang telah terbentuk
sebelumnya. Studi pada pengembangan kawasan
Batu Lawang menunjukkan bahwa keberadaan
wisata mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja
baru dan aktivitas ekonomi turunan, seperti usaha
kuliner dan jasa wisata (Anggareni, 2024).
Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut
tidak selalu terdistribusi secara merata dan
bersifat terbatas bagi sebagian masyarakat,
khususnya petani di sekitar lokasi. Hal ini dapat
dijelaskan oleh beberapa faktor utama. Pertama,
aktivitas ekonomi wisata umumnya
terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang
memiliki akses terhadap lokasi strategis, seperti
area pintu masuk atau pusat keramaian wisata,
sehingga pelaku usaha yang berada di luar zona
tersebut termasuk petani yang tidak memperoleh
manfaat langsung. Kedua, keterlibatan dalam
sektor pariwisata membutuhkan modal awal,
keterampilan layanan, serta akses jaringan pasar,
yang tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat,
sehingga hanya sebagian kelompok yang mampu
berpartisipasi secara optimal. Ketiga, struktur
ekonomi wisata cenderung bersifat informal dan
kompetitif, sehingga peluang usaha lebih mudah
dimonopoli oleh pelaku yang lebih adaptif dan
memiliki sumber daya lebih baik. Temuan ini
diperkuat oleh penelitian lain pada kawasan yang
sama yang menunjukkan bahwa meskipun wisata
Batu Lawang mampu meningkatkan pendapatan
dan membuka lapangan kerja, manfaat tersebut
terutama dirasakan oleh masyarakat yang terlibat
langsung dalam aktivitas perdagangan dan jasa
wisata, sementara kelompok lain hanya
memperoleh dampak tidak langsung atau bahkan
tidak signifikan (Yahya, 2022). Selain itu,
pengembangan wisata berbasis masyarakat di
kawasan ini
partisipasi
sumber daya manusia, yang menunjukkan bahwa

juga menekankan pentingnya
aktif dan peningkatan kapasitas
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tanpa pemberdayaan yang memadai, sebagian
masyarakat akan tertinggal dalam memperoleh
manfaat ekonomi (Maulana, 2022)

Dengan demikian, ketimpangan distribusi
manfaat ekonomi pada kawasan wisata bekas
tambang tidak hanya dipengaruhi oleh
keberadaan aktivitas wisata itu sendiri, tetapi
lebih ditentukan oleh faktor akses, kapasitas, dan
posisi  sosial-ekonomi masyarakat. Dalam
konteks petani, keterbatasan akses terhadap
modal, lokasi, dan keterampilan non-pertanian
menjadi penyebab utama mengapa mereka
cenderung berada pada posisi marginal dalam
sistem ekonomi baru berbasis pariwisata.

Dari perspektif agribisnis, perubahan lahan
bekas tambang menjadi wisata juga berdampak
pada sistem produksi pertanian. Pada beberapa
kasus, seperti di sekitar Situ Pajaten, keberadaan
genangan air bekas tambang yang dimanfaatkan
sebagai objek wisata sekaligus sumber air
memberikan manfaat tambahan bagi kegiatan
pertanian,  khususnya dalam  mendukung
ketersediaan air untuk irigasi skala kecil. Kondisi
ini menunjukkan adanya peluang integrasi antara
sektor pertanian dan pariwisata dalam bentuk
agrowisata atau pemanfaatan sumber daya
bersama. Literatur menunjukkan  bahwa
pascatambang
produktif dapat meningkatkan fungsi ekosistem
sekaligus mendukung kegiatan ekonomi lokal

pemanfaatan  lahan secara

apabila dikelola secara terintegrasi (Basu &
Mishra, 2024; Triwibowo et al., 2024).

Lebih lanjut, pada kawasan Argasunya,
transformasi dari aktivitas tambang ilegal menuju
rencana pengembangan wisata dan agrowisata
mencerminkan upaya rekonstruksi ekonomi
masyarakat. Pemerintah daerah mendorong
perubahan ini sebagai strategi untuk mengurangi
ketergantungan terhadap aktivitas tambang ilegal
sekaligus membuka peluang ekonomi baru
berbasis pariwisata. Namun, bagi petani, transisi
ini tidak selalu berjalan mulus karena
memerlukan adaptasi keterampilan, perubahan
pola usaha, serta akses terhadap modal dan pasar.



Studi menunjukkan bahwa keberhasilan transisi
ekonomi pascatambang sangat dipengaruhi oleh
kapasitas adaptif masyarakat dan dukungan
kelembagaan yang memadai (Bebbington et al.,
2018). Tanpa hal tersebut, petani berisiko
mengalami eksklusi ekonomi dalam sistem baru
yang lebih berorientasi pada jasa.

Secara sosial, transformasi ini juga
memengaruhi struktur dan kohesi masyarakat.
Pengembangan wisata berbasis komunitas dapat
meningkatkan  partisipasi masyarakat dan
memperkuat kelembagaan lokal, namun pada saat
yang sama juga berpotensi menimbulkan konflik
terkait akses lahan dan distribusi manfaat
ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa
pengelolaan daya di  wilayah
pascatambang seringkali menghadapi tantangan
dalam tata kelola dan keadilan distribusi
(Scoones, 2016). Oleh karena itu, dampak
transformasi lahan bekas tambang menjadi wisata
terhadap petani di Kabupaten Cirebon bersifat
ambivalen. Di terdapat peluang
pendapatan dan  diversifikasi
ekonomi, namun di sisi lain terdapat risiko
marginalisasi  petani, berkurangnya lahan
pertanian, serta meningkatnya ketergantungan
pada sektor non-pertanian. Dengan demikian,

sumber

satu sisi,

peningkatan

keberlanjutan transformasi ini sangat bergantung
pada integrasi antara sektor pariwisata dan
pertanian, serta pada kualitas tata kelola yang
mampu menjamin inklusivitas dan keberlanjutan
sosial-ekonomi masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat
disimpulkan bahwa transformasi lahan bekas
tambang menjadi tempat rekreasi di Kabupaten
Cirebon menghasilkan berbagai bentuk wisata
berbasis lanskap eks-tambang, namun sebagian
besar masih berkembang secara informal dan
belum memiliki legalitas yang jelas. Kondisi ini
menunjukkan antara

adanya kesenjangan
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pemanfaatan ekonomi dan aspek regulasi serta
keselamatan lingkungan. Dampak terhadap
petani Dbersifat dualistik, yaitu memberikan
peluang diversifikasi pendapatan sekaligus
menimbulkan tekanan terhadap sistem agribisnis
akibat berkurangnya lahan produktif dan
degradasi lingkungan. Fenomena ini menegaskan
bahwa tanpa pengelolaan yang terintegrasi,

transformasi lahan pascatambang cenderung
mengarah  pada  kondisi yang  kurang
berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, disarankan agar
pemerintah daerah memperkuat kebijakan
legalisasi dan penataan wisata bekas tambang
melalui penerapan standar reklamasi dan
keselamatan lingkungan. Selain itu, diperlukan
pengembangan model integrasi antara sektor
pertanian dan pariwisata berbasis konsep agro-
ekowisata, sehingga dapat menciptakan
keseimbangan antara peningkatan ekonomi
masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Upaya ini juga perlu didukung dengan
perlindungan lahan pertanian produktif serta
penguatan kapasitas petani agar mampu
beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi
wilayah.
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